




STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PENGGUNA LAIN MELALUI 

E-COURT PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

1.  Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan 
Kehakiman 

 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 
tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 

8. Per MA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan MA No.1 
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di 
Pengadilan Secara Elektronik 

9. Keputusan KMA No.363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama & 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan 
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 

2. Persyaratan :  Principal 

1. Mengisi formulir pengguna data e-court 

2. Memiliki email aktif 

 Pemerintah dan Badan Hukum 

1. Mengisi formulir pengguna data e-court 

2. Memiliki email aktif 

3. Menunjukan KTP, ID Card Instansi/Badan Hukum dan surat kuasa 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas Ecourt Masuk kehalaman situs 
www.ecourtmahkamahagung.go.id 

2. Petugas Ecourt akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir 

 Pemohon sebagai Pengguna Lain pada e-court 

3. Petugas e-court mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada 
e-court kemudian memverifikasi 

4. Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email 
Pemohon yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain 

4. Jangka Waktu Pelayanan : 120 Menit 

5. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya 



6. Produk Pelayanan : Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan 
sebagai akun untuk Pengguna lain pada Ecourt 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN  

PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK  

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1.  Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan 
Kehakiman 

 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
Secara Elektronik. 

 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2020 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik. 

 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 

2. Softcopy Indentitas Pemohon (PDF) 

3. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 

4. Softcopy Surat Permohonan (Word & PDF) 

5. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 

6. Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor 
pos (PDF) 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Masuk ke situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id 

2. Pilih PengadilanTujuan Pendaftaran 

3 Aktivasi Akun E-Mail 

4. Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Pemohon 

5. Mengisi Data Identitas Para Pihak 

6. Unggah Surat Permohonan dan bukti 

7. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran 

8. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada E-Court 

9. Proses persidangan max 3 bulan ( SEMA 2 Th. 2014 ) 

10. Penyampaian Salinan Penetapan (Max 120 Menit) 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Proses persidangan max 3 bulan 

Penyampaian Salinan Penetapan (Max 120 Menit) 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Penetapan 

7. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/


  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA GUGATAN / BANTAHAN 

SECARA ELEKTRONIK PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

1.  Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan 
Kehakiman 

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 
tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara 
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha 
Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 

2. Softcopy Indentitas Pemohon (PDF) 

3. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 

4. Softcopy Surat Permohonan (Word & PDF) 

5. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 

6. Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor 
pos (PDF) 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Masuk ke situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id 

2. Pilih PengadilanTujuan Pendaftaran 

3. Aktivasi Akun E-Mail 

4. Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Pemohon 

5. Mengisi Data Identitas Para Pihak 

6. Unggah Surat Permohonan dan bukti 

7. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran 

8. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada E-Court 

9. Proses persidangan 5 bulan ( SEMA 2 Th. 2014 ) 

4. Jangka Waktu Pelayanan : 5 Bulan (sejak sidang pertama setelah mediasi dinyatakan gagal) 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Penetapan 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan :021-255783400 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING SECARASECARA ELETRONIK (E-
COURT)  PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

1.  Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan 
Kehakiman 

 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 
tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 

 8. Per MA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan MA 
No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di 
Pengadilan Secara Elektronik 

 9. Keputusan KMA No.363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama & 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan 
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 

2. Persyaratan : 1. Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik pada e-court; 

2. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara 
elektronik ; 

3. Wajib memiliki akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat/pengacara 
sedangkan Pengguna lain wajib memilikiemail yang telah terdaftar 
pada e-court 

4. Salinan Putusan sudah TTE oleh Panitera ; 

5. Softcopy Surat KuasaPembanding (PDF) ; 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Mengajukan Banding pada aplikasi ecourt 

2. Membayar Panjar biaya banding online sesuai yang tercantum pada 
Virtual Acount yang dikirim kepada akun pembanding 

3. Menerima bukti pembayaran pada akun pembanding 

4. Panitera Muda Perdata memverifikasi ,meregister perkara pada SIPP, 
Membuat Akta Banding dan upload pada ecourt banding serta 
verifikasi memori banding bila ada; 

5. JSP yg ditunjuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik 
kepada para pihak 

6. Panitera verifikasi berkas untuk publikasi berkas elektronik kepada 
para pihak 



7. JSP melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para 
pihak sehingga para pihak bias melakukan inzage secara elektronik 

8. Panitera melakukan verifikasi untuk pengiriman banding elektronik 
yang dilanjutkan kasir membayar panjar biaya sesuai e-panjar yang 
tercantum pada ecourt kemudian Panitera melakukan pengiriman 
berkas banding secara 
elektronik 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 30 hari 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Notifikasi pengiriman berkas banding 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING SECARA MANUAL  PENGADILAN 

NEGERI TANGERANG 

1.  Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan 
Kehakiman 

 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 
tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. Perkara tingkat pertama telah diputus ; 

2. Relaas Pemberitahuan putusan bila Pemohon Banding tidak hadir 
saat putusan dibacakan ; 

3. Asli dan FC Surat Kuasa ; 

4. Bukti PembayaranPanjar Biaya Banding ke Bank 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Banding dan 
Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PT 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Banding untuk ditanda 
tangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi 

3. Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya 
Perkara Banding dari Kuasa Pemohon Banding 

4. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada 
Panitera untuk di tanda tangani dan diserahkan kembali ke Kuasa 
Pemohon Banding 

5. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan banding ke dalam 
SIPP 

 6. Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk 
memproses Perkara Banding tersebut 

 7. Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan banding, Memori 
Banding dan Kontra Memori Banding kepada Para Pihak 

 8. Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk 
dikirim ke Pengadilan Tinggi 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 30 hari 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Surat pengantar pengiriman berkas banding 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA   

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
Secara Elektronik. 

2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2020 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan Banding 

2. Permohonan Pencabutan Banding 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan Banding 
dan Surat kuasa khusus pencabutan 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan Banding untuk 
ditandatangani oleh Kuasa Pembanding 

3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding 
kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke 
Kuasa Pembanding 

4. Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan Banding 
kedalam SIPP 

5. Staf Pelaksana Banding melakukan Proses Pemberitahuan 
Pencabutan Banding kepada Para Pihak 

4. Jangka Waktu Pelayanan : 1 Hari 

5. Biaya/Tarif : Tanpa biaya 

6. Produk Pelayanan : tandaterima pernyataan Pencabutan Banding 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI  

 PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1 Surat Kuasa Pemohon Kasasi 

2. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Banding 

3. Bukti Pembayaran Panjar Biaya Kasasi ke Bank 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Kasasi dan Relaas 
Pemberitahuan isi Putusan PT 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Kasasi untuk 
ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi 

3. Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya 
Perkara Kasasi dari Kuasa Pemohon Kasasi 

4. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada 
Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa 
Pemohon Kasasi 

5. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan Kasasi kedalam SIPP 

6. Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses 
Perkara Kasasi tersebut 

7. Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan Kasasi, Memori 
Kasasi dan Kontra Memori Kasasi kepada Para Pihak 

8. Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk 
dikirim ke Mahkamah Agung RI 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 65 hari 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Surat pengantar pengiriman berkas Kasasi 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 

 PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1. Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 

 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

2. Persyaratan : 1 Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali 

2. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 

3. Memori Peninjauan Kembali 

4. Panjar Biaya Perkara 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas  PTSP  memeriksa  Surat  Kuasa  Pemohon  PK  dan Relaas 
Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan PK dan Akta 
Penyerahan Memori PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon 
PK 

3. Petugas PTSP menerima tandaterima Pembayaran Panjar Biaya 
Perkara PK dari Kuasa Pemohon PK 

4. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan PK dan Akta 
Penyerahan Memori PK kepada Panitera untuk di tandatangani dan 
diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon PK 

5. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan PK dan Penyerahan 
Memori PK kedalam SIPP 

6. Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk 
memproses Perkara PK tersebut 

7. Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan PK, Memori PK dan 
Kontra Memori PK kepada Para Pihak 

8. Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke 
Mahkamah Agung RI 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 65 hari 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6 Produk Pelayanan : Surat pengantar pengiriman berkas PK 

7 Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/


7http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA 

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan Kasasi 

2. Permohonan Pencabutan Kasasi 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan kasasi 
dan Surat kuasa khusus pencabutan 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi untuk 
ditandatangani oleh Kuasa Pemohon kasasi 

3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kasasi 
kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke 
Kuasa Kasasi 

4. Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan kasasi ke dalam SIPP 

5. Staf Pelaksana kasasi melakukan Proses Pemberitahuan 
Pencabutan kasasi kepada Para Pihak 

4. Jangka Waktu Pelayanan : 1 Hari 

5. Biaya/Tarif : Tanpa biaya 

6. Produk Pelayanan : Akta Pencabutan Kasasi 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) 

PERDATA 

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1. Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan PK 

2. Permohonan Pencabutan PK 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan PK dan 
Surat kuasa khusus pencabutan 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan PK untuk 
ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK 

3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding PK kepada 
Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa 
Pembanding 

4. Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan PK ke dalam SIPP 

5. Staf Pelaksana PK melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan 
PK kepada Para Pihak 

4. Jangka Waktu Pelayanan : 1 Hari 

5.. Biaya/Tarif : Tanpa biaya 

6. Produk Pelayanan : Akta Pencabutan PK 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5 Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA 

 PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1  
 
Dasar Hukum 

 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 

 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 
Pengadilan Secara Elektornik. 

2. Persyaratan : 1. Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana 

2. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional) 

3. Memori Keberatan Gugatan Sederhana 

4. Panjar Biaya Perkara 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Keberatan Gugatan 
Sederhana dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional) 

2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Keberatan untuk 
ditandatangani oleh Principal / Kuasa Pemohon Keberatan 

3. Petugas PTSP menerima tandaterima Pembayaran Panjar Biaya 
Perkara Keberatan dari Principal / Kuasa Pemohon Keberatan 

4. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Pemohon Keberatan 
kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke 
Principal / Kuasa Pemohon Keberatan 

5. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan Keberatan kedalam 
SIPP 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 7 hari setelah tanggal penetapan penunjukan majelis 
hakim 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Putusan 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PERDATA 

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah 
Agung secara Elektronik. 

 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

2. Persyaratan : 1. Pemberitahuan Putusan atau Penetapan (Opsional) 

2. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Informasi 

 3. Surat Kuasa Pemohon jika diwakilkan oleh Kuasa Hukum dilengkapi 
BAS dan KTA  

 4. Apabila Pemohon Principal Menyerahkan Identitas Diri Berupa KTP 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Salinan Putusan 

2. Petugas PTSP Memeriksa Surat Kuasa Jika Diwakilkan (opsional) 

3. Petugas PTSP melakukan check pada SIPP untuk perkara yang 
dimohonkan salinan putusan 

4. Pemohon Salinan Putusan Membayar PNBP 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 120 Menit 

5. Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6. Produk Pelayanan : Salinan Putusan 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA  

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

2. Persyaratan : 1. Surat Pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara 

2. Surat Kuasa Penggugat jika diwakilkan 

3. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Kasir Perdata meneliti dan menghitung jurnal keuangan perkara 
setelah perkara diputus dan telah dilakukan pemberitahuan putusan 
kepada pihak yang tidak hadir 

2. Kasir perdata melaporkan pada Panitera sisa panjar perkara ybs 
sesuai yang tercantum dalam jurnal keuangan perkara 

3. Panmud Perdata membuat surat pemberitahuan kepada Penggugat 
(maksimal 5 hari setelah minutasi) agar mengambil sisa panjar perkara 
di Loket PTSP Kepaniteraan Perdata pada jam kerja , apabila Sisa 
Panjar perkara tidak diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 
surat pemberitahuan maka sisa panjar tsb akan disetorkan kepada 
Negara 

4. Panitera menandatangani surat pemberitahuan pengembalian sisa 
panjar 

5. Kepaniteraan Perdata mengirim surat pemberitahuan yg telah di ttd 
panitera (File PDF) kepada Penggugat melalui email yang tercantum 
dalam ecourt 

6. Kasir menyerahkan sisa panjar sesuai yang tercantum dalam surat 
pemberitahuan kepada Penggugat / kuasanya di PTSP 

7. Kasir mencatat pengembalian sisa panjar perkara di jurnal keuangan 
kemudian mengarsipkan dokumen pengembalian sisa panjar 

4. Jangka Waktu Pelayanan : Max 60 Menit 

5. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya 

6. Produk Pelayanan : Kwitansi pengembalian sisa panjar perkara 

7. Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA 

SECARA ELEKTRONIK 

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah 
Agung secara Elektronik. 

 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah 
Agung secara Elektronik. 

2 Persyaratan : 1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 

2. Softcopy Indentitas Penggugat (PDF) 

3. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 

4. Softcopy Surat Penggugat (Word & PDF) 

5. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 

6. Softcopy Bukti Penggugat yang telah di berimaterai dan cap kantor 
pos (PDF) 

3 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Masuk ke situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id 

2. Pilih PengadilanTujuan Pendaftaran 

3. Aktivasi Akun E-Mail 

4. Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Penggugat 

5. Mengisi Data Identitas Para Pihak 

6. Unggah Surat Permohonan dan bukti 

7. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran 

8. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada e-Court 

9. Proses persidangan 25 hari sejak hari sidang pertama 

4 Jangka Waktu Pelayanan : Max 25 hari sejak hari sidang pertama 

5 Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6 Produk Pelayanan : Putusan/Penetapan 

7 Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/


  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK  

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1. Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah 
Agung secara Elektronik. 

 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

2 Persyaratan : 1. Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK 

2. Surat Kuasa Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK 

3. Salinan Putusan BPSK 

4. Panjar Biaya Perkara 

3 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Masuk ke situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id 

2. Pilih PengadilanTujuan Pendaftaran 

3. Aktivasi Akun E-Mail 

4. Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Penggugat 

5. Mengisi Data Identitas Para Pihak 

6. Unggah Surat Permohonan dan bukti 

7. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran 

8. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada e-Court 

9. Proses persidangan 21 hari sejak hari sidang pertama 

4 Jangka Waktu Pelayanan : Max 25 hari sejak hari sidang pertama 

5 Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6 Produk Pelayanan : Putusan/Penetapan 

7 Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP 

PUTUSAN KOMISI  

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

 

1 Dasar Hukum  1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. 

 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah 
Agung secara Elektronik. 

 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 
Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektornik. 

2 Persyaratan : 1. Surat Gugatan Sengketa Keterbukaan Informasi 

2. Surat Kuasa Penggugat Sengketa Keterbukaan Informasi 

3. Salinan Putusan Komisi Informasi Publik 

4. Panjar Biaya Perkara 

3 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

: 1. Petugas PTSP menerima dan memeriksa berkas Gugatan Sengketa 
Keterbukaan Informasi 

2. Petugas PTSP menghitung Panjar Biaya Perkara 

3. Petugas PTSP menginput pendaftaran Perkara kedalam SIPP 

4. Proses persidangan 60 hari 

4 Jangka Waktu Pelayanan : Max 60 hari sejak penetapan penunjukan Majelis Hakim 

5 Biaya/Tarif : SK KPN Tangerang  
No: 254/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2025 

6 Produk Pelayanan : Putusan 

7 Penanganan Pengaduan, saran 
dan masukan / apresiasi 

: 1. Melalui Aplikasi SIWAS 

  
https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

2. Melalui Aplikasi LAPOR  

  
https://www.lapor.go.id/ 

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 

  
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 
021-255783400 

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0254- 250001 

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri : 021-5524157 

7. Melalui Nomor WA : 08111507801 

8. Melalui email : pn.tanggerang@gmail.com 

 

 

 

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/



























































